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ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN WAJIB
PAJAK PADA USAHA KECIL MENENGAHDI KABUPATEN SINJAL

Oleh:
Anisriani
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar

Penelitian ini menguji tingkat kesadaran UMKM terhadap perpajakannya yang
diukur melalui 2 hal. Pertama dilihat dari karakteristik seperti pendidikan terakhir, lama
usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi dari
responden itu sendiri terhadap pengetahuan dan pemahaman akan pajaknya. Kedua
apakah pengetahuan dan pemahaman para UMKM nantinya akan  mempengaruhi
kepatuhan untuk membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah telah membuat draf
Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk UKM agar dapat menjaring wajib pajak lebih
banyak lagi. Data Penelitian ini di dapat dari 10 responden yang ada di Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran
usaha, kepemilikan NPWP badan, serta Informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh
terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Anatisis kualitatif
deskriptif dan Analisis Kunatitatif Regresi berganda. Dengan demikian penilitian ini
menunjukan bahwa pendidikan terakhir, lama usaha, ukuran usaha, kepemilikan NPWP
badan, serta Informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib
pajak.Uji Koefisien Regresi Secara Parsial menyatakan tidak ada yang berpengaruh
secara signifikan terhadap Y (Wajib Pajak)

Kata Kunci:
Kesadaran Perpajakan UMKM
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ABSTRAC

ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE TAX OBLIGATIONS
ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN SINJAI

Qleh:
Anisriani
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar

This study examined the level of awareness of SMEs on its taxation which is
measured by two factors. First, the characteristics such as education, age of business,
business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination of the
respondent itself against the knowledge and understanding of the tax. Second, the
taxation knowledge and understanding of the SMEs will affect compliance to pay
taxes. Therefore, the government.has made a draft Government Regulation (PP) for SMEs
in order to attract more taxpayers. This research data obtained from ten respondents in
the district sinjai.

These results indicate that last education, age of business, business size,
ownership of entity tax ID, and information and dissemination no effect on the
consciounsness of the taxpayer. This study uses qualitative analysis and quantitative
analysis of multiple regression. This study therefore shows last education, age of
business, business size, ownership of entity tax ID, and information and dissemination no
effect on the consciounsness of the taxpayer. Partial regression coefficient test revealed
no significant influence on Y (the taxpayer).

Key words:
Tax Awareness, SMEs
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BAB1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki anggaran
pendapatan bertumpu pada sektor perpajakan. Dari tahun ke tahun besarnya
pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan pula usaha lebih untuk
mencapainya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu
penggerak perekenomian nasional vang memiliki peran penting di Indonesia,
selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis.

Di tengah krisis yang terjadi UMKM terbukti relatif lebih mampu bertahan
menghadapi berbagai terpaan krisis ekonomi dibandingkan dengan banyak usaha
berskala besar. Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah
krisis moneter yang terjadi. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang
konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang
rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh
terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat
pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, scbagian besar
UMKM tidak mendapat modal dari bank.Implikasinya keterpurukan sector
perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini.
Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak di
sadari oleh berbagai pihak dalam hai perkembangannya.

Terlihat pentingnya peran sektor UMKM, baik sebagai pilar utama

penyerapan tenaga kerja, investasi, maupun sebagai jaring pengaman sosial dalam




menghadapi berbagai krisis dan gejolak ekonomi.

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka
akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun
semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik
sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak khusus nya pada sektor Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM).Namun, hal tersebut tidak mudah karena
dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak UMKM dalam hal
perpajakannya.Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak
seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak.

Usaha esktensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah
dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan
penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan
menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan
menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan
pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib
Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama
bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-

usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak.Sebenarnya masih banyak




wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.
Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha
saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya
juga tidak taat untuk membayar pajak.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan
tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukaniah
pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan
berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari
kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras
terhadap wajib pajak vang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang
cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan
kewajiban para wajib pajak membayar pajak.Jika tidak memenuhi kewajiban
tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi dilapangan dapat terjadi
seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan
oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang
wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas
pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini
bersumber dari kurangnya kesadaran tetang perpajakan baik dari pihak wajib
pajak dan petugas pajak Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam
membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana,

tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar



pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam
mensukseskan program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut.
Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak
yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya
pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar
pajakdari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari
itwkita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai
objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan
program yang dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut. Perlakuan
tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang
lebihbaik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya
kesadaranmasyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya
pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

Kemudian ditambah lagi dengan sikap apatis masyarakat terhadap
pajak, makin membuat usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak semakin sulit
untuk dilaksanakan. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah
menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat
perpajakan saja tetapi justru tergantung pada kemauan, atau istilah perpajakannya
kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pada
latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul:

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Kewajiban

Perpajakan Pada Usaha Kecil Menengah”




1.2 Masalah Pokok
Berdasarkan hal-hal di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi
ini adalah :
1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaporan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Sinjai?
2. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap pelaporan wajib pajak

UMKM di Kabupaten Sinjai

1.3 Tujuan Penelitian
Studi ini bertujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai
beberapa hal yaitu :
1. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pelaporan wajib
pajak UMKM
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang pajak

terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan berguna untuk :
1. Bagi UMKM
Sebagai sarana untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya

dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak pada umumnya, untuk

melaporkan kewajiban perpajakannya.




2. Bagi Akademis
Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait mengenai

UMKM serta kebijakan perpajakan.
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kerangka Teori
2.1.1Definisi dan Unsur Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan
pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.sedangkan badan
adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupaka kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah dengan nama dan dalam bentuk papaun, firma, kongsi, koperasi, dan
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bnetuk usaha tetap.

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada Negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.




Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (2007) Pajak
adalah iuran rakyat kepadanegara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur

1. luran dar rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang)

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunujkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Pengelompokan Dan Fungsi Pajak
A. Pengelompokan Pajak
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.




2. Menurut sifatnya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang bepangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
B. Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak menurut Rochmat Soemitroyaitu:
1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemernintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
2.1.3 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak
Teori-teori tersebut antara lain adalah:
1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibratkan sebagai
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suatu premi asuransi karena memperoleh yang harus dibayar.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya
perlindungan) masing-masing orang.Semakin besar kepentingan seseorang
terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:
o Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan
yang dimiliki oleh seseorang.
e Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil
yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak teletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya.

5. Teori Asas Daya Beli

2.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Agar tujuan Pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternative
pemungutan pajak harus dipegang teguh atas asas-asas pemungutan pajak. Bertitik
tolak pada Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya yang berjudul an inquryinto

the nature and causes of the wealth of nation (terkenal dengan nama theWealth of

nation), Pemungutan pajak di dasarkan pada 4 asas yang di kenal dengan “the four
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maxims” yaitu equality, certainty, convenience dan economy. Diuraikan sebagai
berikut :
1. Equality
Pemungutan pajak bersifat final, adil dan merata.Pajak dikenakan kepada
orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak ata
ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.Adil dimaksudkan
bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah
sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.
2. Certainty
Pendapatan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang.Oleh karena itu,
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti yang terutang, kapan harus
dibayar serta batas waktu pembayaranya.
3. Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan
dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, Misalnya pada saat
wajib pajak memperoleh penghasilan sistem ini disebut pay as you earn.
4. Economy
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak
bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang
dipikul wajib pajak.Asas Keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak
maupun dalam pelaksanaanya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu
sangat relatif. Keadilan pajak menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B.

Musgrave dalam buku Public finance in theory and pratice, terdiri dari dua

-
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macam asas keadilan, yaitu:
1. Benefit Principle
Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus
membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dan pemerintah.
Pendekatan ini disebut dengan revenue and expenditure approach.
2. Ability Principle
Pajak sebaiknya dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan
kemampuan membayar. Seperti yang telah dikemukakan Dr. Mansury
dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan bahwa pajak penghasilan akan
sesuai dengan keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan
keadilan vertikal, Sebagai berikut:
1. Keadilan horizontal
Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal
apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlukan
sama (equaltreatment for the equals). Pemungutan pajak adil secara
horizontal apabila beban pajaknya sama untuk semua Wajib Pajak yang
memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang
sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
2. Keadilan Vertikal
Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertical
apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan ekonomis yang
berbeda diperlukan tidak sama Waluyo ( 2010:14)

a) Unequal Treatment fot the Unequals: hal yang membedakan



2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Rochmat Soemirto (2007) hukum pajak mempunyai ked
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besarnya tarif pajak adalah jumlah keseluruhan penghasilan atau
jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena

perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.

b) Progression: Apabila jumlah penghasilan seseorang Wajib Pajak

lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan
menerapkan tarif pajak yang prosentasenya lebih besar. Kebijakan
dikatakan adil jika dalam kebijakan tersebut mencerminkan asas-
asas di atas yaitu asas keadilan secara horizontal dan vertikal,
namun sebaliknya apabila suatu kebijakan tidak mencerminkan
keadilan horizontal dan keadilan vertikal maka dapat dikatakan
suatu kebijakan tersebut berat sebelah atau tidak mencerminkan

keadilan.

di antara hukum-hukum sebagai berikut:

1.

Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan

individu lainnya.

Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan

rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

Hukum tata negara
Hukum tata usaha (hukum administrsi)

Hukum pajak

Hukum pidana
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2.1.6 Sistem, Tata Cara dan Syarat Pemungutan Pajak
A. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pemerintahh (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya:
¢ Wewenang untuk menentukan besarmnya pajak terutang ada pada fiskus
e Wajib pajak bersifat positif
o Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
b. Self assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.
Ciri-cirinya:
e Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada
wajib pajak sendiri,
¢ Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang,

o Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With holding system
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fokus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan)untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak .

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
B. Tata Cara Pemungutan Pajak
1. Stelsel pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (riel stelsel)

nyata) sehingga pemungutan baru dapat dilakuakan pada akhir
tahhun pajak yakni setlah penghasilan yang sesungguhnya
diketahui.Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan
kekurangan.Kebaikan stlsel ini adalah pajak yang dikenakan lebihh
realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat
dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan rill diketahui)
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang
diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghhasilan suatau tahun
dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun

pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk

tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar
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selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir
tahun.Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak
berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan
stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung
berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya
pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya
pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut
anggapan, maka wajihb pajak harus menambah. Sebaliknya, jika
lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
C. Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau
perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang
dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara secara umum dan
merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Sedang
adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib
pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan

mengajukan kepada majelis pertimbangan pajak.
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2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 passal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi
negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. -2

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak dan kepatuhan pajak
A. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:
1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara
lain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarkat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakuakan atau dilaksanakan dengan baik.
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2. Perlawanan akiif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan pembuatan yang secara
langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari

pajak. Berikut antara lain:

!
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melamggar
undang-undang (menggelapkan pajak).
B. Kepatuhan Pajak
Nurmantu (2005:148) menyatakan bahwa kepatuhan dalam
perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak
perpajakannya. Dibawah sistem self assesment, wajib pajak harus aktif
memenuhi kewajiban perpajakannya yang dimulai sejak mendaftar
menjadi wajib pajak, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dengan
jyur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak yang terhutang
dengan tepat waktu. Dari uraian ini maka dapat dikatakan bahwa terdapat
| dua macam kepatuhan yaitu : perfama, kepatuhan formal dimana sesuai
I dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Dan yang kedua,
‘ kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara
substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Meskipun undang-undang telah mengatur sanksi adminstrasi

bahkan ancaman hukum pidana bagi mereka yang tidak atau memenuhi
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kewajiban perpajakannya, masih banyak wajib pajak yang tidak atau
belum sepenuhnya memenuhi kewajiban.Pada kenyataanya, memang
selalu timbul konflik antara kepentingan (dirt) sendiri dengan kepentingan
negara.Pada umumnya kepentingan (diri) sendiri selalu didahulukan. Hal
tersebut merupakan hal yang rasional yang dilakukan oleh wajib pajak
dimana mereka akan selalu berusaha secara efektif untuk memperkecil
kewajiban perpajakannya baik untuk masa sekarang saja atau bahkah

sepanjang waktu.

2.1.8 Nomor Pokek Wajib Pajak

1.

Pengertian

Nomor poko wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajb

pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi NPWP

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam
pengawasan administrasi perpajakan.

Pencantuman NPWP

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak

diwajibkan mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimilikinya.

Pendaftaran NPWP

Semua wajib pajak yang telah memnuhi persyaratan subjektif dan
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objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri
pada kantor direktorat jenderal pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan
sekaligus unruk mendapat nomor pokok wajib pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan
mengenai subyek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan
perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyratan bagi subjek yang menerima
atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan
pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak
penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor direktorat jendral pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakuakan bagi
wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita
kawin yang dikenai pajak secara terpisah karna hhidup terpisah
berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan
perjanjian penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk
memperoleh nomor pokok wajib pajak atas namanya sendiri agar wanita
kawin tersebut dapat melkasanakan hak dan memnuhi kewajiban

perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Direktur Jenderal pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara
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jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyratan subjektif dan
objektif tidak mendftar diri untuk mendapat NPWP. Kewajiban perpajakan
bagt wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat
wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan obejktif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangna perpajakan, paling lama lima

tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

2.2 Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara umum terdapat berbagai macam definisi mengenai Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah. Terdapat beberapa acuan definisi yang digunakan oleh
beberapa instansi di Indonesia, yaitu:

1. UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Mengatur kriteria usaha kecil j
berdasarkan nilai kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) paling besar
Rp200.000.000 dengan omzet per tahun maksimal Rp1.000.000.000.
Sementara itu berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 1999 tentang usaha
menengah, batasan kekayaan bersih (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha
menengah adalah Rp200.000.000 hingga Rp10.000.000.000.

2. Kementerian Koperasi dan UMKM
Usaha Kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling

| banyak Rp1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan

entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih

lebih besar dari Rp200.000.000 s.d Rp10.000.000.000, tidak termasuk tanah
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dan bangunan.

3. Badan Pusat Statistik (BPS)
Menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro
adalah usaha yang memiliki pekerja paling banyak empat orang, termasuk
tenaga kerja yang tidak dibayar, usaha kecil memiliki pekerja 5-19 orang,
usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan usaha besar memiliki
perkerja sekurang-kurangnya 100 orang.

4. Bank Indonesia
berdasarkan SK Dir. BI Nomor 31/24/KEP/DIR tanggal 5 Mei 1998
mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat
miskin atau mendekati miskin, dimiliki keluarga, sumberdaya lokal dan

teknologi sederhana, lapangan usaha mudah untuk exit dan entry.Usaha kecil

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) untuk sektor industri, aset lebih kecil
dari Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan untuk
| sektor non-industri manufacturing, dan omzet tahunan lebih kecil dari
Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
| 5. Definisi yang digunakan pada penelitianini untuk memahami istilah UMKM
! di Indonesia adalah definisi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

[0 Usaha Mikro
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Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008; Usaha Mikro didefinisikan sebagai
usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
0 Usaha Kecil

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, Usaha Kecil didefinisikan sebagai
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha.besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini.

Selain itu pengusaha kecil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 571/KMK.03/2003 didefinisikan sebagai pengusaha yang selama satu
tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena
pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari
Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Selain itu pengusaha kecil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 571/KMK.03/2003 didefinisikan sebagai pengusaha yang selama satu
tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena
pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari

Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
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o Kekeluargaan

¢ Demokrasickonomi

o Kebersamaan

o Efisiensiberkeadilan

¢ Berkelanjutan

e Berwawasanlingkungan
o Kemandirian

e Keseimbangankemajuan

Kesatuanekonominasional
Tujuan UMKM sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 yaitu
menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

2.2.1 Draf Peraturan Pemerintah untuk UKM

Direktur Peraturan Perpajakan 1I Ditjen Pajak, Sjarifuddin Alsah,
mengatakan, peraturan pengenaan pajak kepada usaha kecil dan menengah
(UKM) sedang dalam tahap finalisasi. Pengenaan pajak kepada UKM ini
merupakan salah satu upaya Ditjen Pajak dalam ekstensifikasi penerimaan pajak.
Dalam administrasinya UKM diperlakukan sama dengan wajib pajak biasa seperti
usaha pertambangan, seperti pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Dengan perlakuan yang sama itu, lanjutnya, maka UKM pun menjadi sulit dan
rumit dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, Ditien Pajak pun berupaya

memberikan kemudahan dengan membuat peraturan pajak khusus untuk UKM

berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam mengerjakan draft PP pajak untuk
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UKM itu, Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM). Upaya ini bisa dianggap sebagai edukasi kepada
UKM mengenai tata cara membayar pajak yang benar.

Misalnya, dalam prosedur SPT dibuat model yang lebih sederhana, cukup
selembar SPT untuk keseluruhan pembayaran pajak UKM. Ditjen Pajak jug
mengusulkan agar pembayaran pajak bisa dilakukan oleh pelaku UKM melalui
ATM schingga mereka tidak perlu datang ke kantor pajak. Pemerintah masih
mengkaji desain pajak untuk UKM sebesar 3% untuk UKM yang beromzet di atas
Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar.Pengenaan pajak 3% untuk pendapatan, sebesar
2% merupakan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan sisanya 1% merupakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Untuk UKM dengan omzet di atas kisaran omzet Rp4.8
miliar, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak normal. Jika UKM tersebut

adalah badan (usaha) dia kena tarif 25% dari penghasilan kena pajak.

2.2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Usaha Kecil Menengah (UKM)

dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan

A. Pengaruh jenjang pendidikan terhadap pelaku wajib pajak
Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap wajib pajak untuk
tidak menjadi “wajib pajak yang baik”. Salah satu faktor yang berpengaruh
tersebut dapat berasal dari faktor akademik, dimana wajib pajak yang
memiliki pengetahuan tentang pajak lowat pendidikan yang lebih tinggi
“seharusnya” memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang
dimiliki lebih baikdibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki

pendidikan lebih rendah. Prasetyo (2006) pengetahuan dan pemahaman
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wajib pajak didapat dari jenjang pendidikan terakhirnya maka bahwa
semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhada peraturan perpajakan
maka semakin tinggi pula kesadaran perpajakannya.
B. Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pelaporan Pajak

Rizki (2010:25) Waktu yang terus berjalan membuat kondisi
seseorang menjadi tidak akan sama dengan kondisi di waktu sebelumnya,
begitu pula dengan persepsi terkait pemahaman dan kesadaran perpajakan
untuk pelaku UMKM, dengan demikian di harapkan semakin lama suatu
usaha berdiri dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi pengusaha
UMKM yang terbentuk. Dimana di harapkan semakin lama usaha bcn;dm ;

Jated

maka semakin besar persepsi kesadaran pada para pelaku UMKM. g}{: oy

C. Pengaruh Ukuran Usaha Terhadap Pelaporan Pajak
Rizki(2010:26) tumbuh dan besarnya UMKM akan mempeh
seberapa besarnya kepentingan akan kebutuhan laporan keuangan.
Semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan pentingnya
suatu pembukuan dan pelaporan keuangan untuk membantu dalam
pengelolaan asset dan penilaian kinerja keuangannya. Oleh karena itu
tidak dapat dilepaskan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya suatu
usaha tersebut, sehinggga hal tersebut secara tidak langsung dapat
berpengaruh dalam kesadaran membayar pajak. Dengan demikian
semakin bahwa pengusah kecil memandang bahwa dengan penghasilanya
yang tergolong kecil merupakan sesuatu yang sangat sulit dijangkau

untuk membayar pajak, begitu juga sebaliknya semaikin besar




27

penghasilan semakin besar pula kesadarannya dalam kewajiban
perpajakannya. Ditinjau dari kesadaran membayar pajaknya maka akan
diikuti oleh pengetahuan dan pemahaman yang baik oleh ukuran usaha
dan UMKM
D. Informasi dan Sosialisasi Mempunyai Pengaruh TerhadapKesadaran
Perpajakan
Mensosialisasikan  kebijakan  perpajakan  terkait  dengan
pemahamanUMKM terhadap perpajakan merupakan perwujudan atau
salah satu bukti darikinerja fiskus dalam mensosialisasikan kebijakan
perpajakan.BerdasarkanMutiah dan Kurmiawan (2010) fiskus berusaha
untuk mensosialisasikankebijakan perpajakan bagi UMKM sebagai tindak
lanjut kegiatan ekstensifikasi.Ekstensifikasi tersebut erat kaitanya dengan
proses pemberian informasi dan sosialisasi yang di berikan pelaku
UMKM, apabila pengusaha mendapatkan informasi dan sosialisasi dengan
baik, seperti pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif
pajak sehingga dengan mengetahui dan memahami mengenai tanf pajak
yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat
menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Pemahaman dan
kesadaran untuk membayar pajak akan menjadi lebih baik dan mendukung
proses ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak fiskus.
E. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Kemauan Membayar
Pajak

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah
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merencanakan terkait Peraturan Pemerintah (PP) khusus UKM.PP dalam
bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar
pajak dari wajib pajak.Dengan PP khusus UKMtersebut diharapkan dapat
dimengerti dan mudah dipahami wajib pajak sehingga dapat menjaring
keinginan wajib pajak untuk membayar pajak.Kemauan membayar pajak
(willingness to pay tax) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela
dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung Vanesa dan Hari
(2000).

Pengetahuan dan pemahaman akan kesadaran membayar pajak
yang tinggi akan mempengaruhi para UMKM untuk menyisihkan dananya
untuk membayar pajak. Pemahaman mengenai bahwa bahwa hasil
pemungutan pajak tidak dapat langsung dinikmati oleh para wajib pajak,
memang harus disadari bahwa jalan- jalan raya yang halus, pusat-pusat
kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah- sekolah negeri, irigasi yang
baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat
itu merupakanhasil pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam
kenyataannya tidak suka membayar pajak.Hal ini disecbabkan masyarakat
tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan
untuk membayar pajak.Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah
penerimaan Negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan.Upaya

pendidikan, penyuluban dan sebagainya, tidak berarti banyak dalam
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membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya.Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan
untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.
F. Persepsi Terhadap Draf Peraturan Pemerintah Untuk Pajak UKM

Indikator selanjutnya adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib
pajak terhadap draf peraturan pemerintah terbaru. Persepsi dapat
dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian
terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu
yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu.
Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang
menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah
tercapai. Hal-hal yang mengindikasikan persepsi yang baik atas draf
peraturan pemerintah terbaru saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak
antara lain Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar
tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang
diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang
dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ckonomis secara signifikan.
Kedua wajib pajak menilai pengenaan tarif pajak yang dikenakan sekarang
sudah diterapkan secara adil.Ketiga, wajib pajak menilai pengenaan tarif

pajak baru yang dikenakan sekarang sudah tepat.

2.3 Kerangka Pikir
Mengenai kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya semakin menarik. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya
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wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.Di lain sisi

kesadaran perpajakan merupakan suatu faktor penting untuk melaksanakan

ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terutama terhadap wajib pajak UMKM.
GAMBAR 2.1

KERANGKA PIKIR

UKM di Kabupaten Sinjai

)

A

- Data umum
- Laporan pajak

v
Rumusan Masalah:

- Faktor apa saja yang mempengaruhi
pelaporan wajib pajak UMKM di Kabupaten

Sinjai
- Faktor apakah yang paling berpengaruh

terhadap pelaporan wajib pajak UMKM di
Kabupaten Sinjai

Metode analisis

A
Analisis kualitatif Analisis Kuantitatif
deskriptif Regresi Berganda
v
Rekomendasi

r

kesimpulan
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2.4 Hipotesis
Berdasarkan masalah pokok yang dikemukakan di atas maka hipotesis
yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan wajib pajak
pada UMKM di Sabupaten Sinjai adalah pendidikan, lama usaha, ukuran
usaha, informasi dan sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman serta
persepsi.

2. Diduga bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap wajib pajakpada

UMKM di Kabupaten Sinjai adalah pengetahuan dan pemahaman.




BAB HI
METODE PENELITIAN
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian
Dalam hal ini penulis memilih tempat penelitian pada UMKM yang ada
di Kabupaten Sinjai. Penelitian dilaksanakan dalam waktu 2 bulan, Yaitu

pada bulan Mei dan Juni 2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1 Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data kualitatif vyaitu data-data yang berupa gambaran umum
perusahaan  strukturorganisasi, hasil wawancara dari pihak
perusahaan.

b. Data kuatitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan selama proses
penelitian yang tertuang dalam angka-angka.

3.2.2 Sumber Data
Sumber data dalam penulisan ini bersumber dari:

a. Data primer, yaitu data dari perusahaan yang diperoleh dan
dikumpul dari hasil observasi pada lokasi penelitian dan
wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau yang terkait
dengan perusahaan yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen-dokumen tertulis

yang berkaitan dengan penulisan ini.
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3.3 Metode Pengumpulan Data
Dalam mencari dan mengumpulkan data schubungan dengan penulisan ini,
penulis mengumpulkan data melalui.
a. Wawancara
Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan pithak-pihak yang
berkepentingan atau terkait dengan perusahaan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan perusahaan.
b. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan laporan-laporan tertulis yang berhubungan
dengan penelitian.
¢. Kuesioner
Penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau
dikerjakan oleh responden, ini digunakan untuk mengetahui tanggapan
terhadap pertanyaan yang diajukan.
3.4 Metode Analisis
a. Analisis Deskriptif Kualitatif
yaitu data-data yang berupa gambaran umum perusahaan, struktur
organisasi, hasil wawancara dari pihak perusahaan.
b. AnalisisKuantitatif Regresi Berganda
yaitu data-data yang dikumpulkan selama proses penelitian yang
tertuang dalam bentuk angka-angka.
Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode

regresi berganda.Analisis regresi tersebut dilakukan secara berkala:
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i. Pengindentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak
ii.  Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dengan rumus:
Y=b0 + b1X1 +b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5XS5 + b6X6 + e
Keterangan:

Y = pelaporan wajib pajak
X1 = pendidikan
X2 = lama usaha
X3 = ukuran usaha
X4 = informasi dan sosialisasi
X5 = pengetahuan dan pemahaman

X6 = persepsi

3.5 Definisi Operasional
Definisi operasional yahg digunakan dalam penyusunan proposal ini

adalah sebagai berikut:

a. Pajak
adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperiuan negara bagi sebesar-besamnya kemakmuran
rakyat,
b. Defini pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib pajak

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
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memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaruh pendidikan terhadap wajib pajak, semakin tinggi pemahaman
wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula

kesadaran perpajakannya.

. Lama usaha, semakin lama suatu usaha berdiri dapat memberikan

pengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM yang terbentuk.

Ukuran usaha, semakin besar usaha maka pemiliknya mulai memikirkan
pentingnya membayar pajak.

Informasi dan sosialisasi, apabila pengusaha mendapatkan informasi dan
sosialisasi dengan baik, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat
menghitung kewajiban pajak sendiri dengan benar.

. Pengetahuan dan pemahaman, akan kesadaran membayar pajak yang
tinggi akan mempengaruhi para UMKM untuk menyisihkan dananya
untuk membayar pajak.

. Persepsi, yang baik oleh wajib pajak terhadap draf peraturan pemerintah
terbaru.

Regresi linear berganda, adalah salah satu teknik analisis data yang sering
digunakan oleh seorang peneliti yang menggunakan pendekatan penelitian

kuantitatif.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum UMKM Kabupaten Sinjai

Dinas Koperasi Usaha Mikro Mecil dan Menengah merupakan perubahan
dari dinas Perindustrian, Perdaganagan, Koperasi Pertambangan dan Energi
berdasarkan peraturan Daerah No. 35 tahun 2012 tentang peubahan atas peraturan
Daerah No. 18 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah
Kabupaten sinjai.

Berdasarkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai
Tahun 2014 dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai Lukman
Fattah, SE.MM memaparkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Kabupaten
Sinjai Yaitu sebanyak 9473 Terdiri dari 4957 Usaha Mikro, 3529 Usaha Kecil dan
987 Usaha menengah. Tenaga kerja yang dimiliki setiap usaha yaitu, Usaha Mikro
memiliki 5397 terdiri dari 2105 tenaga kerja perempuan dan 3292 tenaga kerja
laki-laki, Usaha Kecil memiliki 3614 tenaga kerja terdiri dari 1316 tenaga kerja
perempuan dan 2280 tenaga kerja laki-laki, dan Usaha Menengah memiliki 396
tenaga kerja perempuan dan 784 tenaga kerja laki-laki.

Terbagi atas beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu
Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Pulau Sembilan,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Tengah,
Kecamatan Sinjai, selatan, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Tellulimppoe,

Dan Kecamatan Sinjai Borong,



Tabel 4.1 Data Usaha Kecil dan Menengeh Kabupaten Sinjai

Tenaga Kerja

UMKM
No Alamat Mikro Kecil Menengah
Mikro | Kecil | Menengah | Jumlah | Perempuan | laki-laki | jumlah | Perempuan | laki-laki | jumlah | Perempuan | laki-laki | jumiah

1 | Kecamatan Sinjai Utara 950 | 748 213 1911 435 985 1420 340 708 1048 75 170 245
2 | Kecamatan Bulupoddo 320 | 332 143 795 137 285 422 105 180 285 45 75 120
3 | Kecamatan Pulau Sembilan 303 75 35 413 56 85 141 35 54 89 20 42 62
4 | Kecamatan Sinjai selatan 941 | 745 165 1851 34 625 970 210 455 665 70 160 230
5 | Kecamatan Sinaji Timur 600 355 140 1095 173 371 544 145 260 405 41 105 146
6 | Kecamatan Sinjai Tengah 548 | 213 35 796 272 225 497 160 85 245 17 25 42
7 | Kecamatan Sinjai Borong 315 | 280 106 701 146 225 371 57 157 232 27 55 82
8 | Kecamatan Sinjai Barat 504 | 388 64 956 385 156 541 129 136 265 59 90 149
8 | Kecamatan Tellulimpoe 476 | 393 B6 955 156 335 491 135 245 380 42 62 104

Total 4957 | 3529 987 9473 2105 3292 5397 1316 2280 3614 396 784 1180

Sumber: Kepala Dinas Dan UMKM Kabupaten Sinai, 2016




4.1.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai

Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai merupakan
penjabaran dari Visi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
Adapun Visi Kabupaten Sinjai Tersebut adalah “Terwujudnya Sinjai
Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan
Dalam Pelayanan Publik”

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
Sinjai Tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM
tahun 2013-2018 sebagai berikut:
“Terwujudnya Koperasi Dan UMKM Yang Berdaya Saing Mandiri Dan
Berkeadilan Bertumpu Pada Penguatan Ekonomi Kerkayatan Berbasis
Potensi Lokal”
Daya saing Adalah kondisi pelaku usaha yang mampu bersaing dengan

pelaku usaha lainnya ditingkat global dan mampu menghadapi berbagai

kemampuan dan usaha sendiri.

Ekonomi kerakyata kualitas merupakan pemberdayaan ekonomi yang
partisipatif.

Potensi lokal adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan segala

kemampuan dan potensi wilayahh yang dimiliki.
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Misi Dinas

a. meningkatkan kualitassumber daya manusia (SDM) aparatur

b.

L

d.

€.

meningkatkan kualitas layanan koperasi dan UMKM
meningkatkan daya saing produk
meningkatkan tertib usaha serta manajemen UMKM

meningkatkan kesejahtraan anggota koperasi.

Tujuan

meningkatkan kapasitas organisasi dan etos kerja pegawai dan
pelayanan publik.

Meningkatkan peluang usaha koperasi dan UMKM

Menciptakan unit usaha yang kuat

Meningkatkan pemasaran

Meningkatkan perlindungan hukum bagi peiaku usahha dan konsumen

Meningkatkan kinerja koperasi

Strategi

Mengembangkan kemampuan SDM aparatur
Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM
Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM
Penguatan kelembagaan koperasi

Meningkatkan penggunaan produk dalam negri
Meningkatkan perlindungan konsumen

Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan
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Kebijakan

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur.

b. Meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM agar memilki aya saing
dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan
pendapatan para pelakunya.

¢. Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian masyarakat.

d. Mengembangkan kemitraan koperasi dan UMKM.

e. Meningkatkan promosi produk daerah.

f. Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam
pelaksanaan transaksi antara usaha UMKM dan usaha besar.

4.1.2 Struktur Organisasi
Susunan organisasi dinas koperasi, usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Sinjai berdasarkan peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2012 dan

peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

3. Bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4. Bidang UMKM

5. Bidang fasilitas pembiayaan simpan pinjam dan promosi
6. Unit pelaksana teknis daerah

7. Kelompok jabatan fungsional



STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Kepala Dinas
Sekretariat
Bidang koperasi dan Bidang Bidang fasilitas Unit pelaksana Kelompok jabatan
Usaha Kecil dan . .
Meneraah UMKM pembiayaan simpan teknis daerah fungsional
g pinjam dan promosi

Sumber: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai, 2016
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4.1.3 Uraian Tugas Masing-masing Bagian Dalam Struktur Organisasi
Sesuai dengan sruktur organisasi tersebut diatas, berikut akan diuraikan
secara singkat tentang pembagian tugas untuk masing-masing bagian yang
bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang telah dipercayakan
sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas
koperasi dan UMKM meliputi urusan umum, perencanaan dan

keuangan.
Sekretariat terdiri dart:

a. Sub Bagian program
Tugas:

Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan

program

o Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik,

e Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana sirategis
pengembangan,

¢ Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan program
proyek

e Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
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o Menjelaskan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
sekretaris.
b. Sub bagian keuangan
Tugas:
¢ Menghimpun dan mengoiah data untuk penyusunan anggaran rutin
dan pembangunan
* Menyiapkan usulan anggaran dinas.
e Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran
dan belanja daerah (APBD)

¢. Sub bagian kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan tata naskah dinas tata kearsipan.
e Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan
masyarakat.
¢ Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor
serta pembekalan lain.
e Menyusun formasi dan perencanaan pegawai
. Bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang meliputi Bina Usaha Koperasi, Bina kelembagaan

koperasi dan Bina pengembangan sumber daya manusia koperasi.



Bidang koperasi terdiri dari:

a.

Seksi Bina Usaha Koperasi

Tugas:

Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana
strategi/RPJM bahan kebijakan yanhg terkait dengan Bina Usaha
Koperasi.

Menyusun program perencanaan, pengawasan pemeliharaan teknis
bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Melaksanakan pembinaan usaha koperasi

Seksi Bina Kelembagaan Koperasi

Tugas:

Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana
strategi/RPJM bahan kebijakan terkait dengan Bina kelembagaan
Koperasi

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
untuk dilksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan

koperasi

Seksi Pengembangan SDM Koperasi

Tugas:

Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana
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strategi/RPJM  bahan kebijakan yang terkait dengan Bina
pengembangan SDM Koperasi.

Melaksankan pembinaan dan bimbingan pengembangan SDM
koperasi.

Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melaksankan evaluasi dan menyusun laporan

4. Bidang UMKM

Melaksanakan sebagian tugas dinas koperasi, Usaha Mikro dan

Menengahh yang meliputi Bina Usaha UMKM, Bina Kelembagaan

UMKM dan pengembangan sumber daya manusia UMKM.

Bidang UMKM terdiri dari:

a.

b.

Seksi Bina UMKM

Tugas:
Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, rencana
strategi/RIPK, bahan kebijakan yang terkait dengan rencana Bina
Usaha UMKM
Melaksanakan pembinaan UMKM
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

Seksi Bina kelembagaan UKM

Tugas:

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
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UMKM

¢  Meclaksanakan evaluasi dan menyusun laporan

e Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang
tugasnya sesuai dengan keserasian dan kebenaran tugas sesuai
dengan ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¢. Seksi pengembangan SDM dan UMKM
Tugas:

e Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan
strategis/RPJM dan bahan kebijakan yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia dan UMKM

e Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai
degan ketentuan peraturan perundanhg-undangan yang berlaku.

¢ Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM dan UMKM

5. Bidangh Fasilitas Pembiayaan simpan pinjam dan promosi
Merumuskan kebijakan dan pedoman teknis dalam rangka
pengembangan koperasi simpan pinjam dan usaha simpanpinjam dalam
hal fasilitasi pemodalan koperasi, penilaian dan jasa keuangan serta
promosi usaha koperasi.
Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam danPromosi terdiri dari 3
(tiga) seksi yaitu :
a. Seksi Simpan Pinjam Permodalan Dan Jasa Keuangan

Tugas:
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Menghimpun dan mempelajari petunjuk operasional kebijakan
teknis (juklak & juknis) dalam menyelenggarakan penguatan
permodalan usaha simpan pinjam koperasi

Melaksanakan dan menyusun program pengembangan permodalan
USP/KSP serta jasa keuangan.

Menyusun kebijakan teknis alokasi pembiayaan permodalan pada
koperasi dan Usaha kecil menengah dan lembaga keuangan
alternative (LKM,UED,dIl)

Melakukanpembinaan, pengawasan serta bimbingan
penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi

Melaksanakan Pemantauan Pengelolaan penggunaan Dana
Pemerintah bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Membuat Laporan Perkembangan Simpan Pinjam dan Jasa

Keuangan Lainnya.

b. Seksi Penilaian Dan Pembiayaan Simpan Pinjam

Tugas :

Menghimpun dan mempelajari petunjuk operasional kebijakan
teknis (juklak & juknis) dalam menyelenggarakan Penilatan
kesehatan simpan pinjam USP/KSP oleh Koperasi.

Melaksanakan dan menyusun programPembiayaan dan jasa
Keuangan baik Pemerintahmaupun Swasta serta pengembangan

PenilaianK esehatan USP/KSP oleh koperasi




o Menyusun kebijakan teknis mekanisme Fasilitasipembiayaan dan
Jasa keuangan serta systempenilaian kesehatan simpan pinjam oleh
koperasi

e Melaksanakan Penilaian kesehatan usaha simpanpinjam dan
koperasi simpan pinjam yang telahmelaksanakan Rapat Anggota
Tahunan(RAT)

¢. Seksi Promosi
Tugas :

e Menghimpun dan mempelajari petunjuk operasional kebijakan
teknis (juklak & juknis) dalam menyelenggarakan Promosi usaha
Koperasi

e Melaksanakan dan menyusun program Pelaksanaan Promosi baik
Skala Lokal,Regional dan nasional yang diselenggarakan oleh
Pihak lain baik Pemerintah maupun Swasta

e Menyusun kebijakan teknis mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
promosi Usaha koperasi

s Menyelenggarakan Promosi Produk koperasi dan UMKM

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah,mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional,mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.
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4.1.4 Hasil Pemilihan Sample
Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM
yang dipilih secara acak sebagai respoden dalam kuesioner penelitian.
Respondenyang dipilih dalam penelitian ini adalah yang berlokasi di sekitar
wilayah Kabupaten Sinjai.Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 32
kuesioner kepada UMKM. Penyebaran ini di lakukan dengan cara mendatangi
langsung. Dari 32 kuesioner yang disebar, sebanyak 30 kuesioner kembali.

Tabel 4.2 Responden Pengisi Kuesioner

Posisi Bapak/Ibu Dalam Perusahaan Responden
Pemilik perusahaan 24
Penasehat perusahaan : 1
Direktur perusahaan .
Manajer keuangan 5
Jumlah 30

Sumber: Data Telah Diolah, 2016
Berikut ini adalah beberapa informasi terkait demografis dari responden
yang dijadikan sampel dalam penelitian.
e Lokasi Perusahaan
Diagram 4.2 Lokasi Perusahaan

Lokasi Perusahaan

B Sinjai Borong

@ Luar Sinjai
Borong

Sumber: Data Telah Diolah, 2016
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Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa persebaran
sampleberdasarkan lokasi usahanya adalah sebanyak 40% responden
berada di Sinjai Borong, 60% responden berada di Sinjai selatan, Sinjai
Kota (Luar Sinjai Borong).

e Pendidikan Terakhir

Diagram 4.3 Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

B SMA/SMK |
mS1 |

# lainnya

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Diagram 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan formal terakhir yang
ditempuh oleh respondenlulusan SMAyakni sebanyak 40% responden, kemudian
sarjana S1 ditempuh responden yakni sebanyak 30% dan lainnya yakni 30%.

e Jenis Usaha

Diagram 4.4 Jenis Usaha

Jenis Usaha ® Lainnya '

= Perdagangan

(jual beli)
" jasa

Sumber: Data Telah Diolah, 2016
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Berdasarkan jenis usaha yang dijalankan, mayoritas responden bergerak
dalam bidang perdagangan yakni sebanyak 60%, kemudian 30% responden

bergerak dibidan jasa (jual beli), dan 10% responden bergerak dibidang lain-lain.

e Latar Belakang pendidikan

Diagram 4.5 Latar Belakang Pendidikan

B SMA/SMK
mS1

= Lainnya

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Berdasarkan latar belakang responden kebanyakan didomiansi

SMA/SMK 40% responden, S130% responden, dan lainnya30% responden.
¢ NPWP badan yang dimiliki

Diagram 4.6 Mempunyai NPWP badan

NPWP Badan

m Tidak
EYa

Sumber: Data Telah Diolah, 2016
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Dari output hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi (Asymp.sig 2 tailed) untuk variabel X1 (pendidikan) sebesar 0.357,
variabel X2 (lama usaha) sebesar 0.165, variabel X3 (ukuran usaha) sebesar
0.054, variabel X4 (informasi dan sosialisasi) sebesar 0.447, variabel X5
(pengetahuan dan pemahaman) sebesar 0.362, variabel X6 (persepsi) sebesar
0.309, variabel Y (wajib pajak) sebesar 0.109. Dari hasil analisis tersebut, terlihat
bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0.05, maka

dapat distimpulkan bahwa ketujuh variabel tersebut memenuhi kriteria normal.

4.2.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas data dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui
apakah kelompok responden berasal dari populasi yang sama atau tidak. Dengan
menggunakan SPSS peneliti dapat dilakukan perhitungan test of homogeneity of
variance. Kriteria pengujiannya: terima H1 jika signifikansi hasil perhitungan (p)
lebih besar dari signifikansi a = 0.05, sebaliknya, HO diterima. Hasil perhitungan

dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat seperti berikut:

Tabel 4.4 Uji Homogenitas
Levene Statistic dfl df2 Sig
12,111 6 203 63

Sumber: Data Telah Diolah, 2016
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (sig)
sebesar 0.063. Karena signifikansi lebih kecil dari alfa 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa data mempunyai varian yang sama (homogen).




4.2.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas
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Unstandardized | Standardized collinearity
Model coeﬂicier&s Coefficients t sig. statistics
Std.

B Error Beta tolerance Vif
_(constant) 4493 | 2.119 2.120 [ 045
{I (Pendidikan) 1.080 | 462 393 2.338 | 028 399 2,525
(2 (Lama Usaha) -123 108 -152 -1.139 | 266 630 1.588
(3 (Ukuran Usaha) 386 | 207 310 1.866 | 075 | 407 | 2.456
{4 (Informasi dan Sosialisasi) 241 134 235 1.794 | 086 652 1.534
(5 (Pengetahuan Dan Pemahaman) | -237 | 069 535 -3.434 | 002 461 2.168
X6 ((Persepsi) 431 064 761 6.686 | 000 865 1.156

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas, dapat dilihat pada tabel

Coefficients (nilai tolerance dan VIF).Dari output dapat diketahui bahwa nilai

VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau mendekati satu untuk

kedua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadt masalah

multikolinearitas.

4.2.4 Uji Regresi Linear Berganda

1. Uji F (F-test)

Tabel 4.6 Uji F (F-test)

Model ::l:]; :afs Df Mean Square F Sig.
Regression 40.312 6 6.719 | 11048
Residual 13,988 23 608
Total 54.300 29

Sumber: Data Telah Diolah, 2016
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X1, X2, X3, X4, X5, X6 terhadap Y

Kriteria

Untuk menentukan f tabel dengan cara n-k-1 atau 30-7-1= 22 pada df 6 (jumlah

variabel-1) pada alfa 0.05 sehingga di peroleh f tabel sebesar 2.55.

- Jika F hitung > F tabel maka tolak HO artinya ada pengaruh secara
simultan (x1,x2,x3,x4,x5, x6) terhadap Y
- Jika F hitung < F tabel maka terima HO artinya tidak ada pengaruh secara
simultan (x1,x2,x3,x4,x5, x6) terhadap Y
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung >F tabel
(11.048>2.55) maka Hy ditolak, artinya bahwa X1 (pendidikan), X4 (informasi
dan sosialisasi), X2 (lama usaha), X3 (ukuran usaha), X5(pengetahuan dan
pemahaman), X6 (persepsi) secara simultan berpengaruh secara signifikan
terhadap Y (wajtb pajak).

2. Uji t (uji koefisien regresi secara parsial)

Tabel 4.7 Uji T
Unstandardized | Standardized collinearity
Model coefficients Coefficients t sig. statistics
Std.
B Error Beta tolerance Vif
(constant) 4493 | 2.119 2.120 | 045
K] (Pendidikan) 1.080 | 462 393 2.338 | 028 399 2.525
X2 (Lama Usaha) -123 108 -152 -1.139 ! 266 630 1.588
K3 (Ukuran Usaha) 386 207 310 1.866 | 075 407 2.456
K4 (Informasi dan Sosialisasi) 241 134 235 1.794 | 086 652 1.534
K5 (Pengetahuan Dan Pemahaman) | -237 069 535 -3.434 | 002 461 2.168
K6 (Persepsi) 431 064 761 6.686 | 000 865 1.156
Sumber: Data Telah Diolah, 2016
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a. Pengujian Koefisien Regresi Variabel X1 Terhadap Y
Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara n-k-1 atau 30-7-1= 22 pada alfa 0.05

sehingga di peroleh t tabel sebesar 2.074.

- jika t hitung > t tabel, maka tolak Ho artinya ada pengaruh X1 terhadap Y

- jika t hitung < tabel, maka terima HO artinya tidak ada pengaruh X1
terhadap Y Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t
hitung > t tabel (2.338>2.074) maka H, diterima, artinya bahwa X1
(pendidikan) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Y
(wajib pajak). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas
Waulansari (2012) dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib
pajak maka semakin tinggi pula kesadaran untuk membayar pajak. serta
sesuai dengan penelitian Rahman (2011) mengatakan bahwa pendidikan
dapat menjadikan warga negara menjadi bertanggung jawab.

b. Pengujian koefisien regresi variabel X2 terhadap Y
Kriteria;

Untuk menentukan t tabel dengan cara n-k-1 atau 30-7-1= 22 pada alfa 0.05

sehingga di peroleh t tabel sebesar 2.074.

- jika t hitung > t tabel, maka tolak Ho artinya ada pengaruh X2 terhadap Y
- jika t hitung < tabel, maka terima HO artinya tidak ada pengaruh X2

terhadap Y. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t
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hitung <t tabel (-1.139<2,074) maka H, diterima, artinya bahwa X2 (lama
usaha) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y
(wajib pajak). Sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas
Wulansari (2012) dapat diartikan bahwa Pengusaha yang sudah lama
menjalankan usaha mungkin cenderung lebith aktif dalam mencarni
informasi yang relavan bagi kemajuan usaha seperti pengetahuan dan
pemahaman perpajakannya. Di lain pihak ketika usaha baru berdin dapat
mempengaruhi pengetahuannya ke arah yang positif/negatif. Sepertinya
ketika usahanya baru berdiri maka para UMKM akan lebih fokus terhadap
laba yang akan dicapainya sehingga mereka tidak fokus akan pengetahuan
dan pemahamannya atas pajak. Sedangkan usaha yang sudah lebih lama
berdiri sudah lebih memahami di banding usaha yang baru berdiri.

¢. Pengujian koefisien regresi variabel X3 terhadap Y

| Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara n-k-1 atau 30-7-1= 22 pada alfa 0.05

sehingga di peroleh t tabel sebesar 2.074.

jika t hitung > t tabel, maka tolak Ho artinya ada pengaruh X3 terhadap Y

- jika t hitung < tabel, maka terima HO artinya tidak ada pengaruh X3
terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung <t tabel

(1.866<2.074) maka H, ditolak, artinya bahwa X3 (ukuran usaha) secara

parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan
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dengan penelitian yang dilakukan oleh matheu dan secchi (2008) diperoleh
simpulan bahwa perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki biaya
kepatuhan pajak yang lebih besar dengan ukuran besar cenderung memiliki
biaya kepatuhan pajak yang lebih besar dan perusahaan dengan ukuran kecil

cenderung memiliki biaya kepatuhan pajak kecil.

d. Pengujian koefisien regresi variabel X4 terhadap Y

Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara n-k-1 atau 30-7-1= 22 pada alfa 0.05

sehingga di peroleh t tabel sebesar 2.074.

- jika t hitung > t tabel, maka tolak Ho artinya ada pengaruh X4 terhadap Y

- jika t hitung < tabel, maka terima HO artinya tidak ada pengaruh X4
terhadap Y Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t
hitung < t tabel (1.794<2.074) maka H, diterima, artinya bahwa X4
(informasi dan sosialisasi} secara parsial tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan dengan penilitian yang
dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari (2012) bebrapa responden belum
pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai pemahaman
pajak. Kebanyakan dari mereka mendapatkan inforasi melalui internet,
buletin dan majalah ataupun dari masa perkuliahan responden. Sehingga
berbagai macam penyerapan baik itu pemberitaan positif maupun negatif
akan mempengaruhi responden dalam mengisi kuesioner.

¢. Pengujian koefisien regresi variabel X5 terhadap Y
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Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara n-k-1 atau 30-7-1= 22 pada alfa 0.05

sehingga di peroleh t tabel sebesar 2.074.

- jika t hitung > t tabel, maka tolak Ho artinya ada pengaruh X5 terhadap Y
- jika t hitung < tabel, maka terima HO artinya tidak ada pengaruh X5
terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t tabel (-
3.434>2.074) maka H, diterima, artinya bahwa X5 (pengetahuan dan
pemahaman) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib
pajak). Sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari
(2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman

akan pajak, maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan membayar

perkembangan negara khususnya pembangunan masyarakat
Pengetahuan dan pemahaman dengan sosialisasi atau pelatihan kepada wajib
pajak agar mereka lebih tau dan paham secara mendalam sehingga

meningkatnya kepatuhan untuk membayar pajak.
. Pengujian koefisien regresi variabel X6 terhadap Y
Kriteria:

Untuk menentukan t tabel dengan cara n-k-1 atau 30-7-1= 22 pada alfa 0.05

sehingga di peroleh t tabel sebesar 2.074.
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- jikat hitung > t tabel, maka tolak Ho artinya ada pengaruh X6 terhadap Y
- jika t hitung < tabel, maka terima HO artinya tidak ada pengaruh X6
terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung > t tabel
(6.686 >2.074) maka H, diterima, artinya bahwa X6 (persepsi) secara parsial
berpengaruh secara signifikan terhadap Y (wajib pajak). Sejalan dengan
penilitian yang dilakukan oleh Ayuningtyas Wulansari (2012) Int artinya,
semakin besar faktor persepsi wajib pajak akan semakin memperkecil
kepatuhan wajib pajak untuk memiliki NPWP. Jika pajak dipersepsikan
negatif maka wajib pajak enggan untuk memiliki NPWP. Dengan demikian
pemerintah harus memperbaiki persepsi wajib pajak berkaitan dengan |
integritas dan profesionalisme aparat pajak dalam menjalankan tugasnya,

dengan cara demikian diharapkan akan menimbulkan kepatuhan bagi wajib

memenuhi kewajiban perpajakan.
4.2.5 Uji Koefisien Determinasi Berganda (R2)

Tabel 4.8 Uji koefisien Determinasi Berganda (R2)

Std. Error of
Model |R R Square | Adjusted | the
Squer Estimate
1 862 742 675 77984

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

pajak untuk memiliki NPWP maupun kepatuhan wajib pajak dalam
Koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya

proporsi atau sumbangan pengaruh komponen bebas terhadap komponen terikat

O
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secara bersama-sama. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output model

summary dari hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis

data diatas angka R square sebesar 0.742 atau (74,2%), hal ini menunjukkan

bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1 (pendidikan), X4

(informasi dan sosialisasi), X2 (lama usaha), X3 (ukuran usaha), X5(pengetahuan

dan pemahaman),X6 (persepsi) terhadap Y (wajib pajak) sebesar 74,2 %.

Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model

penelitian ini.

4.2.6 Persamaan Garis Regresi Berganda

Tabel 4.8 Persamaan Garis Regresi Berganda

i Unstandardized | Standardized collinearity
| Model coefﬁcien:is CoefTicients t sig. statistics
Std.
B Error Beta tolerance Vif
(constant) 4493 | 2.119 2.120 | 045
(Pendidikan) 1.080 | 462 393 2.338 | 028 399 2.525
(L.ama Usaha) -123 108 -152 -1.139 | 266 630 1.588
3 (Ukuran Usaha) 386 207 310 1.866 | 075 407 2.456
4 (Informasi dan Sosialisasi) 241 134 235 1.794 | 086 652 1.534
5 (Pengetahuan Dan Pemahaman) | -237 069 535 -3.434 | 002 461 2.168
6 (Persepsi) 431 064 761 6.686 | 000 865 1.156

e,

Sumber: Data Telah Diolah, 2016

Persamaan regresi berganda adalah:

Y = a + biX; + by Xzt bsXs+ baXet+ bsXot bsXs

Y= 4.493 + 1.080X; + (-0.123Xy)+ 0.386X; + 0.241X4 + (-0.237X5)+

0.431X,
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Keterangan:

Konstanta 4.493 artinya jika X1 (pendidikan), X4 (informasi dan
sosialisasi), X2 (lama usaha), X3 (ukuran usaha), X5(pengetahuan dan
pemahaman),X6 (persepsi) nilainya 0, maka Y (wajib pajak) nilainya =
4.493.

Koefisien regresi variabel X1 (pendidikan) 1.080, artinya jika XI
(pendidikan) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y {wajib pajak} akan
mengalami peningkatan sebesar 1.080 satuan dengan asumsi variabel
independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel X2 (lama usaha) -0.123, artinya jika X2 (lama
usaha) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (wajib pajak) akan
mengalami penurunan sebesar 0.123 satuan dengan asumsi variabel
independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel X3 (ukuran usaha) 0.386, artinya jika X3
(ukuran usaha) mengalami kenaikan satu satuan, maka Y {wajib pajak)
akan mengalami peningkatan sebesar 0.386 satuan dengan asumsi variabel
independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel X4 (informasi dan sosialisasi) 0.241, artinya
jika X4 (informasi dan sosialisasi) mengalami kenaikan satu satuan, maka
Y (wajib pajak) akan mengalami peningkatan sebesar 0.241 satuan dengan
asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel X5(pengetahuan dan pemahaman) -0.237,

artinya jika X5(pengetahuan dan pemahaman) mengalami kenaikan satu
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satuan, maka Y (wajib pajak) akan mengalami penurunan sebesar 0.237
satuan dengan asumsi variabe! independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien regresi variabel X6 (Persepsi) 0.431, artinya jika X6 (Persepsi)
mengalami kenaikan satu satuan, maka Y (wajib pajak) akan mengalami
kenaikan sebesar 0.431 satuan dengan asumsi variabe!l independen lainnya

bernilai tetap.




BABY
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah:

1. Secara umum pengusaha UMKM memiliki persepsi bahwa pengetahuan
dan pemahaman akan pajak merupakan hal yang cukup penting dalam
kesadaran perpajakan. Fakior Lama berdirinya usaha (LB) mempunyai
hubungan secara positif signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman
akan pajaknya. Usaha yang sudah berdiri lama cenderung akan lebih aktif
dalam mencari informasi yang berkaitan dengan penunjang kegiatan
bisnisnya. Sedangkan usaha yang baru berdiri cenderung akan lebih fokus
memikirkan kemajuan usaha dengan pencapaian laba yang semaksimal
mungkin sehingga tidak begitu fokus akan hal perpajakan. Adanya NPWP
badan (NB) mempunyai hubungan signifikan secara positif hal ini
dikarenakan dengan adanya NPWP sebagai sarana administrasi pajak
maka akan memicu wajib pajak untuk mengetahui hal-hal seputar pajak
schingga pengetahuan dan pemahamanya menjadi lebih baik
dibandingdengan yang tidak mempunyai NPWP badan.

2. Hasil penelitian ini menerima hipotesis, yaitu pendidikan, pengetahuan dan
pemahaman serta persepsi akan pajak memiliki hubungan signifikan
terhadap kepatuhan membayar pajak “wajib pajak™ artinya semakin tinggi

pendidikan wajib pajak maka pengetahuan dan pemahaman akan diikuti




65

dengan meningkatnya kemauan membayar pajak.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan dalam rangka peraturan pemerintah terkait
dengan pajak untuk UMKM adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengusaha UMKM adalah ditimbulkannya perasaan optimis dan
kepedulian pada hal yang terkait dengan pajak. usaha ekstensifikasi dan
intensiftkasi pajak tidak akan berjalan secara efektif jika tidak didukung
oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya dirjen pajak juga sudah
mengusahakan seefektif mungkin dan sesederhana mungkin agar draf
peraturan pemerintah nantinya lebih dimengerti dan tidak akan
memberatkan wajib pajak. Maka dari itu kesadaran para UMKM begitu
penting agar terciptanya kesinambungan akan pajak. Terkait dengan
pengetahuan dan pemahaman akan pajak pada dasarmya para UMKM
sudah baik dalam hal ini tapi dengan adanya pemberitaan media yang
tidak pernah sekali pun memberikan narasi dengan kalimat sederhana yang
mudah dipahami maka dapat timbul hal yang negatif seperti membayar
pajak tidak dilakukan di kantor pajak tetapi dilakukan di bank atau kantor
pos, bahwa seluruh pelayanan di kantor pajak adalah gratis, bahwa uang
pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak langsung masuk ke kas negara
tanpa bisa disalahgunakan oleh pegawai pajak. Oleh karena itu sebaiknya
Wajib pajak lebih objektif dalam menerima informasi yang ada.

2. Bagi pemerintahan khususnya Dirjen pajak dan Kementrian Koperasi dan

UKM dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai
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perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran
wajib pajak. Terkait dengan draf peraturan pemerintah untuk pajak
UMKM sebaiknya di susun dengan bahasa yang mudah dan sederhana
schingga dapat dimengerti oleh para UMKM. Tidak dikenakan tarif yang
begitu tinggi schingga tidak memberatkan para UMKM karena nantinya
akan memperhambat kemajuan usaha UMKM untuk berkembang karena

di kenakan pajak yang begitu tinggi.

. Untuk penelitian selanjutnya saran yang dapat diberikan adalah terkait

responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan dapat lebih fokus
pada satu kelompok UMKM. Apakah kepada kelompok mikro saja, kecil
atau menengah saja. Hal ini agar dapat menghasilkan infomasi yang lebih
relavan untuk masing- masing kelompok. Karena untuk setiap kelompok

memilik karakteristik yang cukup berbeda-beda.
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LAMPIRAN




Lampiran 1:

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Data
X4 X5
XI X2 X3 ) nformasi | Pengetahuan | X6 X7
s 1 Lama | Ukuran . | Wajib
Pendidikan Usaha | Usaha dan Dan Persepsi .y
Sosialisasi | Pemahaman P2
\ 30 30 30 30 30 30 30
lormal Mean 1.6000 8.0333 | 5.9667 3.0667 22.5333 14.7667 | 9.3000
tandar deviation 49827 1.69143 | 1.09807 | 1.33735 3.09319 2.41666 | 1.36836
\bsolute 389 283 254 157 168 176 220
ositive 286 163 173 121 168 162 220
legative -389 -283 -245 -157 -159 -176 -180
Lolmogorof
mimov Z 130 549 344 862 923 965 1.206
\symp. Sig 357 165 054 447 362 309 109
Data
Levene .
Statistic dfl a2 Sig.
12.111 203 63
Data
Sum Of Squares df Mean Square F Sig.
Between
Groups 0475.848 6 1579.308 | 472.768 000
Withing
Groups 678.133 203 3.341
Total 10153.981 209




ST e e

Data

Std.

Mean Deviation N
Y (Wajib Pajak) 9.3000 1.3683 30
X1 (Pendidikan) 1.6000 40827 30
X2 (Lama Usaha) 8.0333 1.69143 30
X3 (Ukuran usaha) 5.9667 1.09807 30
X4 (informasi dan Sosialisasi) 3.0667 1.33735 30
X5 (Pengetahuan dan
pemahaman) 22.5333 3.09319 30
X6 (persepsi) 14.7667 2.41666 30




Data

X4 X5
Y (Wajib X1 (informasi | (Pengetahuan X6
Pajak) | (Pendidikan) dan dan (persepsi)
Sosialisasi) | pemahaman)
pearson Y (Wajib Pajak) 1.000 -121 252 -341 648
correlation X1 (Pendidikan) -121 1.000 --062 434 -309
X2 (Lama Usaha) -213 -352 -413 129 221
X3 (Ukuran usaha) 076 277 471 401 -068
X4 (informasi dan Sosialisasi) | 252 -062 -413 471 1.000 091 -155
X5 (Pengetahuan dan
pemahaman) -341 434 -129 401 091 1.000 -186
X6 (persepsi) 648 -309 221 -068 -155 -186 1.000
Sig. (1-tailed) Y (Wajib Pajak) 261 -129 345 089 033 000
X1 (Pendidikan) 261 028 069 3R 008 048
X2 (Lama Usaha) 129 028 140 012 2499 120
X3 (Ukuran usaha) 345 069 140 004 014 361
X4 (informasi dan Sosialisasi) | 089 372 012 004 316 207
X5 (Pengetahuan dan
pemahaman) 033 008 249 014 316 163
X6 (persepsi) 000 048 120 361 207 163
N Y (Wajib Pajak) 30 30 30 30 30 30 30
X1 (Pendidikan) 30 30 30 30 30 30 30
X2 (Lama Usaha) 30 30 30 30 30 30 30
X3 (Ukuran usaha) 30 30 30 30 30 30 30




X4 (informasi dan Sosialisasi) 30 30 30 30 30 30 30
X5 (Pengetahuan dan
pemahaman) 30 30 30 30 30 30 30
X6 (persepsi) 30 30 30 30 30 30 30
Data
R Adjusted | Std. Error Of the
Modgl R Square | R Square Estimate
1 -862 742 675 77984
Data
Model |SWmOf|  4p | mean | g | g
Squares Square
Regression | 40.312 6 6719 | 11.048 i 000
Residual | 13.988 23 608
Total 54.300 29




Data

unsndardized | stndardized
Model coeffisients | coefficients
Std.
B Error Beta 1 Sig.
1 {constant) 4493 | 2119 2.120 | 045
X1 (pendidikan) 1.080 ) 462 393 2.338 | 028
X2 (lama Usaha) -123 108 -154 -1.139 | 266
X3 (Ukuran Usaha) 386 207 310 1866 075
X4 (informasi dan sosialisasi) 241 134 235 1.794 | 086
X5 (pengetahuan dan
pemahamany) -237 069 -535 -3.434 | 002
X6 (persepsi) 431 064 761 6.686 | 000
Data
Model collinearity Statistics
Tolerance VIF
X1 (pendidikan) 396 2.525
X2 (lama Usaha) 630 1.588
X3 (Ukuran Usaha) 407 2.456
X4 (informasi dan sosialisasi) 652 1.534
X5 (pengetahuan dan pemahaman) 461 2.168
X6 (persepsi) 865 1.156
Data
Dimensi
Model On | Eigenvalue | Condition Index
1 1 6.679 1.000
2 159 6.476
3 100 8.181
4 029 15.280
5 023 16.918
6 006 33.499
7 004 43.376




Data

Dimensi Variance Proportions
X4 X5
Model On { (Constant) (penji(;ikan) SEE:) (Sk:iur:;l (infgartr:lasi (pengdztnahuan (per)s(gpsi)
sosialisasi) | pemahaman)

1 1 {00 00 00 00 00 00 00
2 | 00 01 02 00 48 00 00
3|00 24 04 00 00 00 02
4 | 00 03 12 23 36 04 06
5 [ 00 00 41 00 04 00 57

E 6 | 09 23 00 39 09 89 06
7 | 91 49 40 37 03 06 30

ot S




Lampiran 2:

KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAIJIB PAJAK

BADAN

(Studi Pada UMKM di Kabupaten Sinjai)

Identitas Responden

AN O

Nama D eeerreeenrereniennresnesantian
Usia D eereeeenne Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan
Jenis Kepemilikan : Badan/Perseorangan
Pendidikan terakhir J—— 8
Latar belakang pendidikan ...

' Identitas usaha

1.

Posisi Bapak/ibu dalam perusahaan
a. Pemilk perusahaan

b. Direktur perusahaan

¢. Manajer keuangan
d. Lainnya {sebutkan)
Jenis Usaha yang dijalankan

a. Perdagangan (jual beli)

b. Manufaktur (produksi barang)
c. Jasa

d. Agrobisni (peternakan, pertanian, dll)

¢. Lainnya (sebutkan)

Apakah usaha bapak memiliki NPWP Badan
a. Ya

b. Tidak

Penjualan pertahun

a. <dar Rp 100 Juta

b. Rp 100 Juta— Rp 300 Juta
¢. Rp300-Rp 2,5 Miliar
d. > dari Rp 2,5 Miliar

Lokasi perusahaan:

Lama Usaha

a. <5 tahun c. 11-15 tahun
b. >16 tahun d. 5-10 tahun
Jumlah karyawan




e

a.
b.
C.
d.

< 5 orang
5-10 orang
11-15 orang

>16 orang

Petunjuk pengisian kuesioner

Bapak/ibu cukup memberi tanda centang ( )} pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai

dengan pendapat bapak/ibu. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan:

STS
TS
S
SS

: Sangat Tidak Setuju
: Tidak Setuju
: Setuju

: Sangat Setuju

Informasi dan Sosialisasi

No

PERTANYAAN

JAWABAN

STS

TS

S

SS

sebelumnya saya sudah memiliki pengetahuan terkait
pemahaman pajak

2 | saya mendapat informasi terkait pemahaman pajak dari
internet, pelatihan, dan majalah
saya belum pernah mendapatkan sosialisasi atau

3 | pelatiahan
dirjen pajak paling bertanggung jawab melakukan

4 | sosialisasi draft peraturan perpajakan yang baru

5 | tidak ada kendala yang dihadapi perusahaan saat ini terkait

dengan informasi perpajakan




Pengetahuan Dan Pemahaman

No PERTANYAAN

JAWABAN

STS

TS

5SS

pajak merupakan sumber penerimaan negara tersebut

pajak yang akan anda bayarkan dapat digunakan untuk
menunjang pembangunan negara

penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara

membayar pajak tidak sesuai dengan jumiah yang seharusnya
dibayar sangat merugikan negar

setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan harus
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

setiap wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya
dalam perpajakan

besarnya pajak yanhgh harus dibayarkan adalsh 1% dihitung
dari total omset satu tahun

Persepsi

No

PERTANYAAN

JAWABAN

STS

TS

S ISS

penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk
membayar pajak pengahasilan lebih besar, sehingga wajar
apabila mereka membayar pajak

wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara
proporsional dibandingkan penerima

tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak

pengenaan tarif pajak 25% untuk setiap wajib pajak badan

pengenaan tarif pajak baru 3% untuk setiap UKM yang
omsetnya antara 300 juta-4.8 miliar adalah adil




Kepatuhan Wajib Pajak

JAWABAN ‘
STS| TS| S!ISS ‘

No PERTANYAAN

1 | saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik
2 | sebagai wajib pajak saya harus mempunyai NPWP yang
digunakan sebagai identitas

3 | saya akan menghitung pajak terhutang dengan jujur dan
Benar

4 | saya sebagai wajib pajak patuh membayar pajak

5 | saya sebagai wajib pajak patuh membayar sanksi
Administrasi

6 | sebelum melakukan pembayaran pajak anda melakukan
konsultasi dengan pihak yang memahami tentang

‘ peraturan pajak
7 | anda menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk
membayar pajak
8 | anda berusaha mencari informasi mengenai batas waktu
pembayaran pajak

9 | anda berusaha mencari informasi mengenai tempat dan
cara pembayaran pajak
10 | anda mengalokasikan dana untuk membayar pajak

11 | saya menyampaikan SPT (surat pemberitahuan tahunan)
kekantor pelayanan pajak tepat waktu sebelum batas akhir
penyampaian SPT




" X1 X2 {lama X3 (ukuran X4 (informasi XS{pengetahuan X6 Y {wajib
{pendidikan) usaha) usaha} dan sosialisasi) | dan pemahaman} | (persepsi} | pajak)
1 9 7 3 19 10 7
1 6 7 5 17 18 13
2 9 7 4 21 16 11
2 11 7 4 28 15 9
2 a 6 4 24 14 8
2 9 4 1 20 15 ]
1 9 6 2 22 18 10
2 7 7 3 27 13 9
2 7 5 S 22 13 10
1 10 6 4 23 14 8
j 2 4 6 4 24 14 8
i
2 9 4 1 20 15 9
1 9 6 2 22 18 10
2 9 4 1 20 15 9
1 9 6 2 22 18 10
2 7 7 3 27 13 ]
2 7 7 3 27 13 9
2 7 S 5 22 13 10
1 10 6 4 23 14 8
2 9 4 1 20 15 9
1 9 6 2 22 18 10
2 7 7 3 27 13 9
2 7 7 3 27 13 9
2 7 5 5 22 13 10
1 10 6 4 23 14 8
2 9 4 1 20 15 g
1 9 6 2 22 18 10
| 2 7 7 3 27 13 9
1 9 7 3 19 10 7
1 6 7 5 17 18 13




